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PUTUSAN
Nomor 1944/B/PK/Pjk/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali  telah memutus dalam

perkara:

DIREKTUR  JENDERAL  PAJAK,  berkedudukan  di  Jalan

Jenderal  Gatot  Subroto  Nomor 40-42,  Jakarta 12190;

Selanjutnya  diwakili  oleh  Catur  Rini  Widosari,  Direktur

Keberatan  dan  Banding,  Direktorat  Jenderal  Pajak,  dan

kawan-kawan,  berdasarkan  Surat  Kuasa  Khusus  Nomor

SKU–503/PJ./2014, tanggal 05 Maret 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT RANTAU SINAR KARSA, NPWP: 01.516.534.3-073.000,

beralamat  di  Jalan  M.H. Thamrin  Nomor  31-32,  Kebon

Melati,  Tanah  Abang,  Jakarta  Pusat  10230,  yang  diwakili

oleh Ir. Simon Sihotang, jabatan Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca  surat-surat  yang  bersangkutan  yang  merupakan  bagian

tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  surat-surat  yang  bersangkutan,

ternyata  Pemohon  Peninjauan  Kembali  telah  mengajukan  permohonan

peninjauan  kembali  terhadap  Putusan  Pengadilan  Pajak  Nomor

Put.49117/PP/M.V/16/2013, tanggal  9  Desember  2013,  yang  telah

berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan

Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:

Pemohon  Banding  mohon  koreksi  atas  Pajak  Masukan  sebesar

Rp339.435.773 dibatalkan menjadi Nihil;

Menimbang,  bahwa atas  banding tersebut,  Terbanding mengajukan

surat uraian banding tanggal 25 Februari 2013;
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Menimbang,  bahwa  amar  Putusan  Pengadilan  Pajak  Nomor

Put.49117/PP/M.V/16/2013, tanggal  09  Desember  2013, yang  telah

berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap

Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1382/WPJ.06/2012 tanggal 15 Oktober

2012  tentang  Keberatan  atas  Surat  Ketetapan  Pajak  Lebih  Bayar  Pajak

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2009 Nomor:

00115/407/09/073/11 tanggal 21 Oktober 2011 atas nama: PT Rantau Sinar

Karsa, NPWP: 01.516.534.3-073.000, beralamat di Jl. MH Thamrin No. 31-

32, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10230, dengan perhitungan

menjadi sebagai berikut:

Keterangan Jumlah (Rp)

Dasar Pengenaan Pajak

Ekspor 9.794.970.000      

Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri 1.032.180.783

Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN -

Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut 283.991.975

Jumlah Seluruh Penyerahan 11.111.142.758

Perhitungan PPN Lebih Bayar

Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 103.218.078

Dikurangi:

Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 686.309.069

Jumlah Perhitungan PPN Kurang / (Lebih) Bayar (583.090.991)

PPN yang dikompensasi -

PPN yang kurang / (lebih) bayar (583.090.991)

Sanksi Pasal 13 (3) KUP -

Jumlah PPN yang masih harus / (lebih) dibayar   (583.090.991)

Menimbang,  bahwa  sesudah  putusan  terakhir  ini  diberitahukan

kepada  Pemohon  Peninjauan  Kembali  pada  tanggal  17  Desember  2013,

kemudian  terhadapnya  oleh  Pemohon  Peninjauan  Kembali  diajukan

permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan

Pajak pada tanggal  10 Maret 2014 dengan disertai alasan-alasannya yang

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal  10 Maret

2014; 

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali  a quo beserta

alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,
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diajukan  dalam  tenggang  waktu  dan  dengan  cara  yang  ditentukan  oleh

Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1985  tentang  Mahkamah  Agung

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, juncto

Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2002  tentang  Pengadilan  Pajak,  maka

permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang,  bahwa berdasarkan Memori  Peninjauan  Kembali  yang

diterima tanggal  10 Maret 2014 yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari  Putusan  ini,  Pemohon  Peninjauan  Kembali  memohon  kepada

Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima  dan  mengabulkan  Permohonan  Peninjauan  Kembali  atas

Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.49117/PP/M.V/16/2013 tanggal 9

Desember  2013  yang  dimohonkan  Pemohon  Peninjauan  Kembali

(semula Terbanding) untuk seluruhnya;

2. Membatalkan  Putusan  Pengadilan  Pajak  Nomor  Put.49117/PP/M.V/

16/2013  tanggal  9  Desember  2013,  karena  Putusan  Pengadilan

tersebut  telah  dibuat  bertentangan  dengan  ketentuan  peraturan

perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

3. Dengan mengadili sendiri:

3. 1. Menolak  permohonan  Banding  Termohon  Peninjauan  Kembali

(semula Pemohon Banding);

3. 2. Menyatakan  Surat  Keputusan  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor:

KEP-1382/WPJ.06/2012  tanggal  15  Oktober  2012  tentang

Keberatan  atas  Surat  Ketetapan  Pajak  Lebih  Bayar  Pajak

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2009

Nomor:  00115/407/09/073/11  tanggal  21  Oktober  2011,  atas

nama:  PT  Rantau  Sinar  Karsa,  NPWP:  01.516.534.3-073.000,

adalah  telah  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-

undangan  perpajakan  yang  berlaku  sehingga  oleh  karenanya

telah sah dan berkekuatan hukum;

3. 3. Menghukum  Termohon  Peninjauan  Kembali  (semula  Pemohon

Banding) untuk membayar semua biaya dalam perkara a quo;
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Menimbang,  bahwa terhadap Memori  Peninjauan Kembali  tersebut,

Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan

Kembali pada tanggal  18 Juni 2014 yang pada intinya putusan Pengadilan

Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali

dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang,  bahwa  terhadap  alasan-alasan  peninjauan  kembali

tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa  alasan-alasan  permohonan  Pemohon  Peninjauan  Kembali

tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak sudah benar dan

telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan

pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah koreksi

Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Masa Pajak September 2009

sebesar Rp339.435.773;

- Bahwa  koreksi  Terbanding  tidak  dapat  dipertahankan,  karena

perusahaan Pemohon Banding bukan perusahaan yang memiliki 2 (dua)

macam  kegiatan,  melainkan  perusahaan  yang  bersifat  integrated

sebagaimana ternyata izin dari  Menteri Negara Investasi/Kepala Badan

Koordinasi  Penanaman  Modal  Nomor:  361/T/Kehutanan/Perkebunan/

1999 tanggal 01 Juli 1999, yang bergerak di bidang industri kelapa sawit

dari hulu ke hilir dengan hasil produksi yang diserahkan berupa CPO,

sehingga  penggunaan  Keputusan  Menteri  Keuangan  Nomor

575/KMK.04/2000 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak

Masukan  Bagi  Pengusaha  Kena  Pajak  yang  Melakukan  Penyerahan

yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak, Pasal

16B ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang PPN juncto Pasal 2 ayat

(2) huruf c dan Pasal 1 angka 2 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun

2001 tentang Impor atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang

Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan

Nilai  sebagaimana telah diubah dengan Peraturan  Pemerintah Nomor 31

tahun  2007,  adalah  tidak  tepat  dan  tidak  sesuai  dengan  keadaan  usaha

Pemohon  Banding  yang  hanya  melakukan  satu  kegiatan  usaha  yaitu
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melakukan penyerahan yang terutang  PPN yaitu menyerahkan/menjual

CPO, dan tidak menjual TBS milik Pemohon Banding kepada pihak lain.

Dengan demikian alasan  koreksi Terbanding yang mendasarkan bahwa

Pajak Masukan atas pembelian pupuk, perlengkapan perkebunan dan

sebagainya  yang  telah  dibayar  untuk  perolehan  TBS  tidak  dapat

dikreditkan, tidak memiliki landasan ketentuan yang kuat;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  di  atas,  maka

permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan

Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,

maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada

Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan  pasal-pasal  dari  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun

2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman,  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun

1985  tentang  Mahkamah Agung  sebagaimana  yang  telah  diubah  dengan

Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2004  dan  perubahan  kedua  dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009,  Undang-Undang Nomor 14 Tahun

2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang

terkait;

MENGADILI:

1. Menolak  permohonan  peninjauan  kembali  dari  Pemohon  Peninjauan

Kembali DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

2. Menghukum  Pemohon  Peninjauan  Kembali  membayar  biaya  perkara

pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus

ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021,  oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.,

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi M. Wahyunadi, S.H., M.H., dan

Dr.  H.  Yosran,  S.H.,  M.Hum.,  Hakim-Hakim Agung  sebagai  Anggota,  dan

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua
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Majelis  dengan  dihadiri  Hakim-Hakim  Anggota  tersebut,  dan

Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis: Ketua Majelis,

ttd/. ttd/.

Dr. H. Yodi M. Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd/.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

                 Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.

Biaya-biaya:
1. Meterai Rp 10.000,00
2. Redaksi Rp 10.000,00
3. Administrasi PK Rp      2.480.000,00  

Jumlah Rp 2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

  (SIMBAR KRISTIANTO, S.H.)
NIP. 19620202 198612 1 001
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